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Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 

banyak dijumpai pimpinan fakultas maupun jurusan dari kalangan 

perempuan. Pada dasarnya saat ini bukan tidak mungkin seorang 

perempuan menjadi pemimpin, dengan berkembangnya paham 

feminisme di masyarakat maka kepemimpinan perempuan bukanlah hal 

yang langka. Meski demikian, kebolehan perempuan menempati 

jabatan tertinggi sebagai pemimpin yang membawahi laki-laki masih 

menjadi perdebatan. Paham patriarki meragukan posisi perempuan 

sebagai pemimpin dan beranggapan bahwa tidak semua jabatan 

pemimpin bisa ditempati perempuan. Penelitian ini bertujuan 

menjelaskan hukum kebolehan perempuan sebagai pemimpin dengan 

batasan tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana 

peneliti akan menganalisis data secara bertahap setelah terjun ke 

lapangan untuk melakukan observasi melalui wawancara dengan para 

perempuan yang menempati jabatan pemimpin dan non pemimpin di 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil wawancara kemudian 

didukung dengan studi pustaka dari buku dan penelitian ilmiah untuk 

mendapatkan hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, karena 

membutuhkan analisa mendalam untuk menemukan hukum dari 

permasalahan yang diusung dalam penelitian ini. Berdasarkan data 

yang diperoleh maka dapat ditemukan bahwa hukum perempuan 

sebagai pemimpin adalah diperbolehkan dan anggapan bahwa 

perempuan adalah kaum yang lemah tidaklah jauh berbeda dengan 

pandangan masyarakat jahiliyah dimasa lalu. Oleh karena itu, jika 

seorang perempuan memiliki kualitas yang baik dan jiwa leadership 

yang mumpuni maka tidak ada larangan baginya untuk menempati 

posisi pemimpin. 

Kata Kunci: Pemimpin perempuan, Patriarki, Feminisme. 
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PENDAHULUAN 

Kajian tentang wacana kepemimpinan perempuan 

merupakan pembahasan yang tidak pernah padam dalam dunia 

keilmuan. Di Indonesia, perbincangan hangat mengenai kebolehan 

dan tidaknya wanita sebagai pemimpin dimulai pada tahun 2001 

ketika pelantikan presiden perempuan pertama di Indonesia, 

Megawati Soekarnoputri menggantikan  presiden sebelumnya, KH 

Abdurrahman Wahid (Abror, 2020). Seiring perkembangan masa, 

secara signifikan dapat dilihat penerimaan masyarakat tehadap 

pemikiran perempuan, mulai dari keikutsertaan wanita dalam 

dunia politik ataupun berbagai organisasi di masyarakat. Dalam 

hal ini, banyak wanita yang berhasil menduduki berbagai 

tingkatan jabatan bahkan posisi puncak dalam suatu negara 

ataupun lembaga (Hamka, 2013).  Menurut Rohmatullah (2017) 

Hingga saat ini kontroversi mengenai fenomena maraknya 

perempuan sebagai pemimpin dalam urusan publik masih 

seringkali diperbicangkan. Meski mayoritas ulama banyak 

menyangsikan atau melarang kepemimpinan perempuan dalam 

ranah publik, disisi lain pendapat Quraish Shihab menyatakan 

perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin diluar urusan 

rumah tangganya selama mereka mampu mengemban amanah 

tersebut serta memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin 

(Shihab, 2007).  

Proses penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan 

perempuan tidak lepas dari penolakan sebagian orang yang masih 

menganut paham patriarki. Dimana beberapa keputusan 

menyebutkan tidak semua posisi pemimpin bisa ditempati 

perempuan, seperti peraturan daerah yang diputuskan DPRD 

kabupaten Kendal dan pemerintah DKI Jakarta dimana anggota 

Dewan Kelurahan tidak boleh ditempati oleh selain kepala 

keluarga. Keputusan ini disinyalir berasal dari penafsiran ayat ke-

34 surat an-Nisa, yang berisi penjelasan hanya lelaki yang dapat 

menjadi pemimpin (Katijasungkana, 2008). Dalam artikel yang 

ditulis oleh Muhajir (2018) menyebutkan masyarakat modern 
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menyikapi kepemimpinan politik di Indonesia tidak perlu 

memandang gender namun sebaiknya mementingkan kualitas 

calon pemimpin sebagai bentuk pandangan modernisme yang 

menjunjung emansipasi, hanya saja masih terdapat kontroversi 

mengenai pandangan ulama mengenai kepemimpinan perempuan 

sebagai kepala negara. Sedangkan artikel yang ditulis oleh Farida 

(2018) tentang kepemimpinan perempuan dalam al-Qur’an 

menyatakan argumentasi kalangan yang setuju dengan konsep 

perempuan sebagai pemimpin adalah kilas balik sejarah 

kepemimpinan Sayyidah Aisyah dalam perang Jamal, begitu juga 

kisah kepemimpinan ratu Bilqis di negeri Saba. Namun kalangan 

yang tidak setuju mengajukan argumentasi berupa ayat al-Qur’an 

dan hadis terkait suatu bangsa yang mengangkat pemimpin 

wanita tidak akan bahagia sebagai legitimasi pendapat mereka. 

Berangkat dari beberapa kontroversi yang masih terjadi 

mengenai kepemimpinan perempuan tersebut, penelitian ini 

dilakukan untuk melengkapi pembahasan yang belum dikaji pada 

pembahasan-pembahasan sebelumnya, dengan melakukan 

penelitian melalui studi analisis dan empiris untuk menelaah 

fenomena perempuan sebagai pemimpin dalam pandangan 

patriarki dan feminisme yang terjadi di masyarakat dengan 

menggunakan pendekatan feminisme. Dalam penelitian ini 

penulis ingin mengetahui pendapat dari perempuan yang 

berstatus sebagai pemimpin di ruang domestik maupun publik. 

Sejalan dengan latar belakang penelitian ini maka fokus masalah 

pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat para 

pemimpin wanita di UIN Malang, baik yang mempunyai jabatan 

structural maupun yang tidak mempunyai jabatan struktural 

terkait kepemimpinan wanita? Fokus masalah kedua yaitu 

bagaimana komparasi pendapat para pemimpin wanita di UIN 

Malang, baik yang mempunyai jabatan struktural maupun yang 

tidak mempunyai jabatan struktural dengan pendapat ulama 

terdahulu?  
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Dalam argumentasi yang acap kali digunakan oleh penganut 

patriarki yaitu surat an-Nisa ayat 34: 

ال٣ٍ٫ًً  ٬ٍا ٦ٍ٤ً اىم٬ٍى يٜ ىٙ جٍ
ى
ا أ ب٥ًى ٍٓوو كَّ ٣ٍ عَلى بى ٫ي ٍٓيى ٠ى اللهي بى ا ٘ىيَّ اءً ة٥ًى  ا١نًفٌى

ى ٬ٍفى عَلى امي اؿي ٛى٬َّ اىلؽسًٌى
ِ  جه ض  ٨ًخ  جي ٛ  ٢ًط  ٘ىالهِّ  ًٙ َّ٦ ٬ٍ٪ي يِ ًٓ ٦َّ ٘ى ٬ٍزى٪ي يلي ىا٘ي٬ٍفى ن ا١َّتًٍَ تَى ىَ اللهي كى ًٙ ا ضى يبًٍ ة٥ًى ىٖ جه ٢ٌ١ًٍ

بًيلًٍن اًفَّ اللهى  ىـ ٢ىي٦٫ًٍَّ  ىْ ٬ٍا  يٖ ٣ٍ ٘ىلًى تىتٍ ٨ٍٓىسي ىٌ ى ٦َّ ٘ىافًٍ ا بي٬ٍ٪ي ًّ كىاضًٍ اسً ٦َّ فًِ ال٥ٍىيى كٍ٪ي ؽي كىاٍ٪شي
٢ًيًّا  ىْ فى  تًيٍِناكَى  ىٞ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena 

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 

yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah 

memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan 

yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga 

diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga 

(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan 

nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau 

perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. 

Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” 

Ayat tersebut dirasa perlu adanya pengkajian, tidak hanya 

secara tekstual namun juga kontekstual, sehingga didapat 

pemahaman bahwa kepemimpinan merupakan sebuah tindakan 

mengajak orang lain bertindak untuk sampai pada tujuan yang 

sama. Jiwa kepemimpinan berasal dari kemampuan pribadi 

masing-masing individu sehingga perubahahan dan kemajuan 

dalam sebuah masyarakat ditentukan oleh pengetahuan dan 

kepribadian seorang pemimpin bukan pada perbedaan gender. 

KAJIAN TEORI 

Budaya Patriarki 

Apabila hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam 

kehidupan suatu negara bersifat asimetris maka masyarakatnya 
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bisa disebut masih menganut budaya patriarki. Marla Mies (1986) 

menganggap budaya ini sebagai sebuah sistem yang 

memposisikan laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan kondisi 

ini menjalar hingga berbagai dimensi masyarakat, sehingga dalam 

budaya semacam ini laki-laki lebih mendominasi sedangkan 

perempuan berada di posisi subordinat. Budaya patriarki 

memposisikan perempuan dalam kegiatan-kegiatan domestik 

seperti penjaga moral, pengasuh dan pendidik. Sedangkan laki-

laki berperan menjadi pencari nafkah, kepala rumah tangga dan 

pengambil keputusan (Zahra, 2020: 72).  

Menurut Sylvia Walby (1998) terdapat dua bentuk patriarki, 

yaitu domestik dan publik. Patriarki domestik menekankan 

tentang stereotip bahwa pekerjaan dalam rumah tangga adalah 

kodrat perempuan yang sifatnya melekat dan tidak bisa ditawar. 

Kondisi ini dapat menjadi pemicu terjadinya penindasan terhadap 

perempuan. Sedangkan bentuk patriarki publik dapat dilihat dari 

struktur masyarakat, mulai dari rumah tangga, lingkungan sosial 

dan pekerjaan hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam dunia kerja tidak 

jarang ditemukan, perlakuan tidak baik seringkali diterima 

perempuan di tempat kerja. Hal ini menyangkut hak cuti, 

perlindungan kerja dan pemberian upah. Hingga saat ini masih 

banyak posisi inti yang hanya bisa ditempati kaum laki-laki. 

Kalangan pesantren juga ikut tertuduh sebagai golongan yang 

melestarikan paham patriarki berdasarkan pada kitab kuning 

yang dianggap sudah tidak lagi relevan. Pada hakikatnya kitab 

kuning mampu menjadi rujukan dan merespon berbagai 

problematika sosial masyarakat Islam dengan berbagai rumusan 

jawaban yang dikemukakan para ulama dalam masing-masing 

kitabnya (Asmani, 2015: 4). 

Feminisme dan Emansipasi  

Kata feminisme dapat diartikan sebagai gerakan yang 

memperjuangkan kesetaraan gender atas ketidakseimbangan 
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antara kekuatan dua jenis kelamin, dimana peran pria lebih 

dominan daripada wanita (Hannam, 2007: 22). Menurut Ratna 

(2007) adanya feminisme bertujuan menghindari ketidakadilan 

atas dampak yang dibawa oleh paham patriarki dan masih dianut 

oleh sebagian masyarakat. Feminisme juga tidak membenarkan 

filsafat dan sejarah yang menjadikan laki-laki sebagai pusat 

peradaban. Adapun teori feminisme berfokus terhadap kesetaraan 

hak yang bisa didapatkan oleh laki-laki dan perempuan dalam 

berbagai bidang. Teori feminisme mengalami perkembangan 

berdasarkan reaksi dari fakta yang terjadi di masyarakat, berupa 

terjadinya konflik gender dan ras serta kelas. Oleh karena itu, 

feminisme berupaya menghilangkan berbagai pertentangan 

diantara kelompok yang dianggap lebih kuat dan kelompok yang 

dianggap lemah (Zahra, 2020: 71). Peneliti menggunakan teori 

feminisme untuk memudahkan penelitian pada kasus perempuan 

sebagai pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dimana 

terjadinya diskriminasi gender masih sering dijumpai dalam 

lingkungan pekerjaan. 

Emansipasi merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan 

sebuah usaha mendapatkan persamaan derajat ataupun hak 

politik (Ma’ani, 2013). Sedangkan emansipasi wanita dapat 

diartikan sebagai usaha guna menuntut  persamaan antara hak 

perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan 

dari emansipasi wanita ini adalah memberi kesempatan belajar, 

berkarya dan bekerja yang setara bagi para perempuan 

sebagaimana kesempatan yang di dapatkan kaum laki-laki. 

Seruan emansipasi dimaksudkan untuk menyamakan hak 

laki-laki dan perempuan namun masih dalam batas kemampuan 

dan kodrat masing-masing. Kebebasan yang dimaksud dalam 

emansipasi adalah kebebasan yang berkualitas karena 

bagaimanapun juga terdapat perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan yang tidak terhindarkan, dan beberapa hal yang hanya 

bisa dilakukan oleh laki-laki begitupun sebaliknya. Namun dewasa 

ini emansipasi seringkali disalah artikan menjadi tuntutan 
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kesetaraan hak yang bisa menjadi bumerang bagi kodrat 

perempuan itu sendiri. 

Perempuan Sebagai Pemimpin 

Kayo (2005) menyebutkan maksud dari kepemimpinan 

adalah proses memimpin, mempengaruhi, membimbing dan 

mengontrol perasaan atau pikiran orang lain. Al-Qur’an menyebut 

kepemimpinan dengan tiga kata yang berbeda, yang pertama 

yaitu; kata Khalifah dalam surat al-Baqarah ayat 30: 

 ٍ٦ ا ٤ى ى٠ٓي ذًي٫ٍى ٍ ي٬ٍا اىتَى ثن ٛىال ىٙ ٢ًيٍ ٠ه فًِ الٍَىرضًٍ عى ًْ ا ٍ سى ثً انًًٌِ يسًى ىٝ ل٥ٍ٢ًىلًى بُّ اًذٍ ٛىاؿى رى فًػي  كى ٍٙ حُّ
٬ٍفى  ٢ٍٓى٥ي ا لَى تى ٢ى٣ي ٤ى ٍْ ى ٍ ا ىٝ ٛىاؿى اًنًٌِ ى سي ل ػًٌ ىٜ جي تًٌصي بًِى٥ٍػًؾى كى يفى ٦ٍي ن نحى اءى كى ٤ى يٝ الدّّ ًٙ ىفٍ ي ا كى  ذًي٫ٍى

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, 

“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan 

menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-

Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 

Kata Khalifah berasal dari akar kata yang bermakna 

“dibelakang” dan sering diartikan sebagai “pengganti”. Hal ini 

menunjukkan pengganti datang dibelakang atau setelah orang 

yang digantikan sehingga dapat dipahami bahwa pemimpin 

hendaknya berada dibelakang untuk membimbing dan 

mengawasi yang dipimpin seperti penggembala guna 

mengantarkan yang digembala menuju tujuan (Shihab, 2017: 

386). Kedua, al-Qur’an menyebut kepemimpinan dengan kata 

Imam sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 124: 

  ٥٢ً ب٩ُّي ةسًى اً٪ي٣ٍى رى اًذً ابخٍىلى اًةؽٍى ٦َّ ٛىاؿى كى ٫ي ٦ٍ٤ً جو ٘ىاىتى٥َّ ا ٛىاؿى كى ا٤ن ىٝ ل٨٢ًَّاسً ا٤ًى ٢ي ًْ ا ٍ سى اًنًٌِ
 ِِّ ٫ٍػًم ا١ ٨ىاؿي خى يَّتًٍَ ٛىاؿى لَى حى  ٥ً٢ًيٍنى ذيرًٌ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 

kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) 
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berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai 

pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan 

(juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku 

tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” 

Kata Imam tersebut bermakna “meneladani” dan “menuju”. 

Sebagaimana “depan” disebut amama karena mata selalu tertuju 

kedepan dan “ibu” disebut ummu karena diteladani. Sehingga 

dapat dipahami bahwa pemimpin tidak hanya menunjukkan tapi 

juga dapat meneladani dan memberi contoh (Shihab, 2017: 387). 

Ketiga, al-Qur’an menyebut kepemimpinan dengan kata Ulil 

amri sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 59,  

حٍ ي   ً ا الَّّ ٫ى حُّ
ى
خٍخي٣ٍ فًٍِ ٦ى ا  ا أ ٣ٍ ٘ىافًٍ تى٨ىازى يكلً الٍَىمٍؽً ٨٤ًسٍي ٬ٍؿى كىا يـ ي٬ٓا الؽَّ يٍ ًٌ ى ا ي٬ٓا اللهى كى يٍ ًٌ ى ٨ي٬ٍا ا ٤ى

ءو ٘ىؽيدُّكقٍي  ٍ ًـ الٍَعًؽً ذ   شَى الٍحى٬ٍ ٨خٍي٣ٍ حيؤ٨٤ًٍي٬ٍفى ةاًلًله كى يٞ ٬ٍؿً اًفٍ  يـ ٦ي اًلَى الًله كىالؽَّ اىضٍفى يٍِه كَّ ىٝ عى ً ل
كًيلًٍن 

ٍ
 حىأ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di 

antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

Kata Amr dalam ayat tersebut bisa bermakna subjek yaitu 

pemilik wewenang dan dapat berarti objek yaitu sebagai yang 

dipimpin. Hal ini menunjukkan pemimpin tidak boleh bertindak 

sesuka hati namun juga harus mendengarkan aspirasi dari 

masyarakat yang dipimpinnya (Shihab, 2017: 388). 

Pada dasarnya fitrah diciptakannya laki-laki dan perempuan 

itu sama, yang membedakan adalah kodrat. Dimana kodrat wanita 

adalah mengandung, melahirkan dan menyusui (menyusui 

merupakan kodrat bukan kewajiban), adapun urusan kebersihan 

rumah, dapur dan mengasuh anak merupakan usaha yang bisa 

dikerjakan meskipun oleh laki-laki. Pendapat M. Quraish Shihab 
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dengan argumen bahwa cara pandang terhadap surat an-Nisa ayat 

34 seharusnya tidak hanya dipahami secara tekstual namun juga 

kontekstual, dimana pemahaman ayat ini tidak bersifat umum 

akan tetapi khusus dalam lingkup kepemimpinan rumah tangga 

saja. Diantara dalil kebolehan wanita sebagai pemimpin 

berdasarkan pada fakta sejarah yang pernah terjadi adalah 

kepemimpinan Sy. Aisyah r.a. dalam perang Jamal. Al-Quran juga 

mencatat kepemimpinan ratu Bilqis di negeri Saba (bagian negara 

Yaman) yang semasa dengan Nabi Sulaiman a.s. bahkan 

disebutkan dalam surat an-Naml ayat 32-34 bahwa beliau adalah 

sosok pemimpin yang arif dan bijaksana, sebagaimana bunyi ayat 

berikut ini: 

٦ٍي  ي٬ٍا نحى كٍفً ٛىال ػي ىل٫ٍى تٌّ ت ا ضى ىمٍؽن ثن ا ىٓ ًٌ ٨جٍي ٛىا يٞ ا  ٢ىؤي اىذٍخي٬ٍنًٍِ فًٍِ اىمٍؽًمٍ ٤ى ا ال٥ٍى ٫ى حُّ
ى
ٛىا١ىجٍ ياى أ

ي  ٢ي٬ؾٍى اًذىا ايكل ؽًي٦ٍى ٛىا١ىجٍ اًفَّ ال٥ٍي مي
ٍ
اذىا حىأ ؽًمٍ ٤ى يِ ًٝ ٘ىاجٍ ٍ الٍَىمٍؽي اًلحى ػًيػٍو كى سو كى

ٍ
ي٬ٍا ةىأ ايكل ةو كَّ ٬ٍا ٛي٬َّ

٢ي٬ٍفى  ىٓ ٍٙ ىٝ حى ً ؼل كى ا اىذ١ًَّثن كى ةى اىٍ٪٫٢ًى ؾَّ ًْ ى ٢ي٬ٍا ا ىٓ ا كىسى كٍ٪ى ػي فٍى ٢ي٬ٍا ٛىؽٍيىثن اى٘  دىعى
“Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Berilah aku 

pertimbangan dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah 

memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam 

majelis(ku).”Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan 

keberanian yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan 

berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan 

engkau perintahkan.”Dia (Balqis) berkata, “Sesungguhnya raja-raja 

apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu 

membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi 

hina; dan demikian yang akan mereka perbuat.” 

Dalam kondisi yang genting (dharurat) misalnya, maka 

kepemimpinan seorang perempuan tentu diperbolehkan untuk 

menjaga kesatuan dan kemaslahatan sebuah negara. Dilihat dari 

kisah kepemimpinan para perempuan dalam sejarah menjadi 

pembenaran bahwa selama perempuan yang menjadi pemimpin 
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mempunyai kredibilitas dan sifat kepemimpinan yang baik maka 

perempuan sah menjadi seorang pemimpin. 

Pengertian Wilayah 

Abarizan (2012) menjelaskan bahwa tingkat kepemimpinan 

dalam Islam disebut dengan al-Wilayah. Pengertian al-wilayah 

menurut istilah terbagi tiga: a) wilayah udzma al-kubra; b) 

wilayah ammah; c) wilayah sughra khassah. Yusuf Qardhawi 

(1997) menjelaskan hasil kesepakatan ulama fikih adalah 

perempuan tidak diperkenankan menempati posisi imamah al-

udzma atau jabatan tertinggi yaitu penguasa atau pemimpin umat 

Islam diseluruh dunia (khilafah al-ammah). Sedangkan untuk 

wilayah as-sughra yaitu seputar kepemimpinan satu negara saja 

diperbolehkan. 

Penjelasan dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah oleh imam 

al-Mawardi (2012) bahwa kekuasaan wilayah al-ammah yang 

dipimpin oleh kepala negara  terbagi menjadi empat bagian: a) 

seorang pemimpin dengan kekuasaan secara umum untuk 

kepentingan umum, seperti seorang menteri yang memiliki 

tanggung jawab atas semua jenis urusan tanpa adanya spesifikasi 

tertentu; b) kalangan pejabat dengan kekuasan umum untuk 

tugas-tugas yang spesifik, seperti jabatan pemimpin di sebuah 

daerah atau kota tertentu; c) jabatan dengan hak kekuasaan 

tertentu namun untuk tugas umum, seperti komandan militer dan 

hakim; d) jabatan dengan tugas tertentu untuk urusan tertentu 

seperti hakim yang bertugas sebagai penegak hukum di kota atau 

daerah tertentu dan sebagainya karena setiap jabatan 

kepemimpinan memiliki tugas yang spesifik. Al-Buthi (1996) 

menyebutkan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dalam 

sebuah masyarakat, elemen pemerintahan, hanay saja tidak boleh 

menjadi pemimpin tertinggi dalam sebuah negara. 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk 

mendapatkan informasi yang spesifik mengenai objek yang 

diteliti. Pendapat lain menyatakan, maksud dari penelitian 

kualitatif adalah mengumpulkan data dari latar belakang masalah 

yang alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi 

dengan posisi peneliti sebagai instrumen kunci sedangkan teknik 

pengumpulan data menggunakan trianggulasi (penggabungan) 

dan analisis data bersifat induktif (Anggito, 2018: 8). Penelitian ini 

menghasilkan data deskriptif, untuk membuat deskripsi dari 

objek yang diteliti (Soebardhy, 2020: 83). Selain itu, penelitian ini 

juga merupakan jenis field research atau penelitian lapangan 

dimana penelitian dilakukan dengan mendatangi objek penelitian 

secara langsung, misalnya sebuah lingkungan masyarakat tertentu 

(Sugiyono, 2017: 5). Penelitian ini bersifat induktif dimana data 

yang diperoleh bersifat khusus dan digunakan untuk membangun 

pengertian dan wawasan yang bersifat umum (Sugiyono, 2017: 

12).  

Dalam penelitian ini terdapat sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data primer merupakan gudang penyimpanan 

yang asli dalam bentuk data sejarah, data primer adalah sumber 

yang merupakan saksi utama atau bukti dari kejadian yang telah 

lalu (Tarjo, 2019: 24). Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

langsung dari narasumber yaitu perempuan yang menjabat 

sebagai pimpinan dan perempuan yang bekerja sebagai staf di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Data ini diperoleh dengan 

menggunakan sistem wawancara. Sedangkan sumber sekunder 

adalah data yang menjadi pendukung atau penunjang dan 

berguna sebagai pelengkap untuk analisa penelitian (Suharsimi, 

2019: 24). Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku, 

jurnal dan penelitian ilmiah yang dapat menjadi penguat data 

serta menambah pengetahuan yang relevan dengan objek kajian 

terkait. 

Nanang (2014: 8) menyebutkan bahwa data adalah poin 

penting atau inti dari sebuah penelitian. Karena tidak ada 
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permasalahan dan penyelesaian tanpa adanya data. Beberapa 

teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini sebagai berikut: a) wawancara (interview), dalam 

penelitian kualitatif, jenis teknik wawancara termasuk paling 

banyak digunakan (Nanang, 2014: 86). Penulis melakukan 

wawancara terstuktur yakni dengan menyiapkan pertanyaan yang 

berkaitan dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis melakukan 

wawancara dengan para perempuan yang menjabat sebagai 

pemimpin dan perempuan yang bekerja sebagai staf di UIN 

Malang, guna mengetahui pendapat mereka tentang fenomena 

perempuan sebagai pemimpin. b) dokumentasi, Sugiyono (2017: 

240) menuturkan bahwa dokumentasi adalah catatan dari 

peristiwa yang sudah lewat masanya dan dokumen yang 

dimaksud dapat berupa catatan, karya yang bersifat monumental 

milik seseorang, gambar dan tulisan. Penulis menghimpun data-

data terkait fenomena perempuan sebagai pemimpin. 

Dalam penelitian ini, setelah data berhasil dikumpulkan 

maka akan di analisis menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan masalah berdasarkan 

data yang telah dihimpun dengan mencatat, menganalisis dan 

menginterpresentasikan dengan teori lalu penarikan kesimpulan 

yang sesuai dengan analisis fenomena perempuan sebagai 

pemimpin. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

berpikir induktif. Metode berpikir induktif digunakan untuk 

mempelajari fenomena yang diselidiki dengan melihat suatu 

gejala atau kaidah-kaidah lapangan yang umum (Purhantara, 

2010: 80). 

HASIL PENELITIAN 

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa dosen di 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjabat sebagai 

pimpinan maupun staf, berikut  pemaparan hasil reduksi data 

dengan  penunjang berupa buku dan jurnal ilmiah: 
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Pendapat yang Tidak Memperbolehkan 

Menurut al-Uthaimin (1426) derajat laki-laki lebih unggul 

dari perempuan karena beberapa faktor, diantaranya dalam segi 

akal, kekuatan fisik, dan kemampuan melindungi serta memenuhi 

kebutuhan keluarga. Dengan kelebihan ini maka sudah selayaknya 

seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan dalam 

berbagai urusan baik publik maupun domestik. Disamping alasan 

bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan, kehadiran 

perempuan diantara laki-laki juga dianggap menimbulkan fitnah. 

Berdasarkan sejarah, Nabi Saw hingga masa Khulafa ar-Rasyidin 

dan penguasa setelahnya tidak pernah memberikan kekuasaan 

pada perempuan (al-Jauzi, 1997: 325). Di sisi lain, Al-Dahlawi 

(2003) telah mengemukakan syarat-syarat seorang kepala negara 

harus laki-laki, pemberani, cerdas, berakal, baligh, merdeka, dapat 

mendengar, melihat dan berbicara. 

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa perempuan boleh 

menduduki jabatan hakim atau qadhi, pendapat ini selaras dengan 

Abu Hanifah yang memperbolehkan perempuan menjadi 

pemimpin  dalam wilayah hukum namun tidak memperbolehkan 

dalam wilayah hudud atau pidana berat (Syaukani, 2005: 592). 

Dalam Konferensi Besar Syuriah Nahdhatul Ulama di Surabaya 

tahun 1957, dihasilkan keputusan bahwa perempuan boleh 

menjadi anggota lembaga permusyawaratan untuk menentukan 

hukum, bukan sebagai lembaga yang menentukan keputusan 

hukum. Keputusan ini tentu disertai beberapa syarat yaitu; bisa 

menjaga diri, aman dari fitnah, tidak menjadi sebab timbulnya 

kemungkaran dan telah mendapatkan izin dari yang berhak 

memberinya izin yaitu orang tua atau suami (Ahkamul Fuqaha, 

2011). 

Syeikh Sa’id Ramadhan al-Buti (1994) memberikan 

pernyataan bahwa perempuan tidak sah menjadi kepala negara, 

namun masih diperkenankan menduduki jabatan sebagai anggota 

parlemen karena selain fungsinya sama dengan pemberi fatwa, 

urusan permusyawaratan (Syura) dalam pandangan mayoritas 
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ulama memiliki kesamaan dengan fatwa. Dalam pandangan al-Buti 

semua ulama sepakat bahwa perempuan boleh menjadi mufti 

(Nasrulloh, 2019: 317). 

Pendapat yang Memperbolehkan 

Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi dalam 

bentuk apapun diantara umat manusia, dalam surat al-Ahzab ayat 

35 dijelaskan bahwa Allah tidak membedakan laki-laki dan 

perempuan dalam arti siapapun yang akan diberi balasan yang 

setimpal atas perbuatannya (Agesna, 2018: 3). Yusuf Qardhawi 

(1997) menegaskan bahwa perempuan mendapatkan hak menjadi 

seorang kepala negara (menempati jabatan Riasah Daulah), qadhi 

atau hakim bahkan mufti dan anggota parlemen. Perempuan juga 

berhak dipilih ataupun memilih dalam lembaga swasta bahkan 

pemerintahan, karena wanita juga memiliki kemampuan yang 

setara dengan kaum lelaki. 

Menurut Syafiyah (Dekan Fakultas Humaniora), ketelitian 

serta sifat naluriah pengayom  yang dimiliki perempuan justru 

menjadi nilai tambah baginya saat menjabat sebagai pemimpin. 

Dr. Muhammad Sayyid Thantawi selaku syaikh al-Azhar dan mufti 

besar di Mesir. Memberikan pernyataan dalam majalah ad-Din wal 

hayat (1429) mengenai kepemimpinan seorang perempuan dalam 

tingkat jabatan manapun tidak berlawanan dengan syariah 

meskipun sebagai pemimpin negara atau jabatan pemimpin 

dibawah itu, dapat dilihat al-Qur’an memuji kepemimpinan ratu 

Bilqis di negeri Saba. Jika hal ini dianggap bertolak belakang 

dengan Syariat tentu al-Qur’an tidak akan membahas hal yang 

demikian karena adanya kisah atau sejarah di al-Qur’an menjadi 

pelajaran serta teladan bagi umat setelahnya sebagaimana yang 

disampaikan oleh Muassamah (Wakil Dekan 3 Fakultas 

Humaniora). 

Perbedaan pendapat mengenai kebolehan perempuan 

menjabat sebagai pemimpin di ruang publik dan domestik berasal 

dari perbedaan penafsiran dalil baik dari al-Quran maupun Hadis 
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oleh para ulama. Berikut dalil yang menjadi titik perbedaan 

pendapat: Pertama, Surat an-Nisa ayat 34: 

... ٍٓوو ى بى ٣ٍ عَلى ٫ي ٍٓيى ٠ى اللهي بى ا ٘ىيَّ اءً ة٥ًى  ا١نًفٌى
ى ٬ٍفى عَلى امي اؿي ٛى٬َّ  الؽسًٌى

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, 

dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian kaum laki-laki dari 

sebagian yang lain (kaum perempuan)” 

Adapun penempatan laki-laki sebagai pemimpin rumah 

tangga adalah bentuk feedback atau respon atas keadaan 

lingkungan sosial masyarakat Arab yang berlangsung saat 

diturunkannya al-Qur’an. Hal inilah yang menyebabkan peran 

laki-laki lebih dominan daripada perempuan dalam berbagai 

aspek kehidupan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Arab, laki-

laki memiliki tugas membela dan menjaga serta memenuhi 

kebutuhan seluruh anggota keluarga. Hal ini berakibat pada 

keberadaan laki-laki yang menguasai semua tingkat 

kepemimpinan (Hamka, 2012: 5). Menurut Quraish Shihab (2017) 

kata ar-Rijal dalam ayat tersebut bukan berati laki-laki secara 

umum, tetapi yang dituju adalah suami karena terdapat 

pembahasan pada ayat setelahnya “karena mereka (para suami) 

menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka”, mengingat 

bahwa ayat ini berbicara perihal kehidupan rumah tangga. 

Menurut Fauziyah (Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan), 

dalam ranah domestik laki-laki tentu diprioritaskan menjadi 

pemimpin yang bertanggung jawab atas anggota keluarga yang 

lain dan perempuan  bisa menempati posisi itu apabila laki-laki 

dianggap tidak cakap (sakit berkepanjangan, pemabuk atau 

menyatakan tidak sanggup). Sedangkan dalam ranah publik 

potensi perempuan menjadi pemimpin sama dengan laki-laki 

selama dia memiliki kapasitas dan integritas. 

Kedua, Hadis Bukhari dari Abi Bakrah dengan riwayat sahih: 

ةن 
ى
أ ٣ٍ إًمٍؽى مٍؽى٪ي

ى
٬ٍَّ١ا أ هـ كى ٢ًصى ٛى٬ٍ ٍٙ  ١ى٦ٍ حي
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“Tidak akan dapat meraih kejayaan suatu kaum yang dipimpin oleh 

seorang perempuan”. 

Hadis ini secara jelas dan tegas menyebut bahwa perempuan 

tidak layak menduduki jabatan pemimpin dalam sebuah negara 

atau kekuasaan politik. Karena menjauhi atau menghindari 

perbuatan yang menyebabkan ketidakberuntungan adalah harus. 

Muhammad ibnu Ali al-Syaukani (2005) menambahkan karena 

perempuan dianggap kurang akal sehingga tidak mampu 

mengambil keputusan yang tepat ketika menjabat sebagai 

pemimpin atau kepala dalam sebuah lembaga. Jika ditinjau dari 

segi historis atau sebab adanya hadis tersebut, dimana kerajaan 

Persia mengalami kehancuran saat putri raja Kisra yang bernama 

Bavaran menjadi pemimpin tertinggi di kerajaan tersebut, maka 

bisa dipahami jika hadis ini secara khusus hanya berkaitan 

tentang kehancuran kerajaan Persia. Konteks hadis tersebut 

menunjukkan bahwa putri kaisar Persia mendapat otoritas penuh 

sebagai ratu. Posisi pemimpin dengan otoritas penuh dipegang 

oleh perempuan inilah yang tidak disetujui oleh Nabi Muhammad 

Saw. Sedangkan pemerintahan modern saat ini hampir tidak ada 

yang menerapkan kekuasaan penuh pada satu pihak untuk 

mengontrol, melaksanakan, sekaligus membuat keputusan 

pemerintahan, sehingga hadis tersebut hanya berlaku khusus. 

Dengan demikian apabila seorang perempuan memiliki 

kecakapan atau kemampuan untuk menjabat sebagai pimpinan 

tentu diperbolehkan oleh hukum Islam. Mengingat pula 

kepemimpinan haruslah diberikan kepada orang yang ahli dan 

terdapat hadis yang secara jelas menyebutkan kehancuran dapat 

terjadi bila suatu urusan diserahkan kepada seseorang yang tidak 

profesional atau tidak memiliki keahlian. 

ث ىْ ا ؽً الفَّ ًِ ٍ٪٩ً٢ً ٘ىاجخٍى
ى
يًٍِ أ

مٍؽي إًلَى دى
ى
ػى الٍَ ًـ  إًذىا كي

“Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka 

berhati-hatilah akan datangnya kehancuran”. 
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Meski kaum perempuan berhak menjabat sebagai pemimpin 

di ruang publik, namun perempuan harus bisa mengimbangi 

perannya di ruang domestik dalam pandangan Dewi Hamidah 

(Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan). Bagaimanapun juga 

peran domestik perempuan merupakan pondasi yang harus dijaga 

dan diprioritaskan, karena sumber kebahagiaan dan 

keharmonisan berasal dari keluarga. Dimana jika keluarga 

berjalan dengan harmonis maka kegiatan di ruang publik akan 

berjalan dengan baik dan sukses, begitupun sebaliknya 

perempuan akan mengalami gangguan berkiprah di ruang publik 

jika tidak berhasil mengimbangi kebahagiaan di dalam keluarga.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan data-data yang telah 

dipaparkan mengenai kebolehan perempuan menjabat sebagai 

pemimpin, maka dapat disimpulkan bahwa semua perempuan di 

UIN Malang baik yang mempunyai jabatan structural maupun 

yang tidak menjabat secara structural mengakui kebolehan 

kepemimpinan perempuan di ranah public. Pendapat mereka 

sesuai dengan pendapat ulama klasik maupun kontemporer, 

meskipun ada Sebagian ulama yang masih beranggapan 

ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Penelitian ini 

perlu dikembangkan lebih lanjut pada efektivitas kepemimpinan 

perempuan di wilayah public dan perlu ada kajian perbandingan 

kualitas kepemimpinan laki-laki dan perempuan di ruang public. 

Dilihat dari prinsip utama agama Islam, yaitu tidak 

membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka kebolehan 

perempuan menjadi pemimpin berhubungan dengan usaha 

melestarikan kemaslahatan yang terus mengalami perubahan 

pada tiap masa. Tuntutan sosial di ruang publik yang 

mengharuskan perempuan ikut aktif berpartisipasi menjadikan 

dalil-dalil yang menjadi titik kontroversi paham patriarki harus 

dipahami secara bijaksana. Kepemimpinan perempuan 

merupakan wujud dari prinsip Islam yang mengusung konsep 
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tawassuth atau moderasi, dengan harapan perempuan juga dapat 

merealisasikan kemaslahatan suatu lembaga atau daerah yang 

dipimpinnya. 
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